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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak merupakan salah satu sektor utama bagi pendapatan negara yang memiliki 

andil penting dalam pembangunan berkemajuan.Sehingga dalam pelaksanaanya 

sektor perpajakan diatur melalui system beserta Undang-Undang yang telah 

ditetapkan.Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional 

melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, yang tidak 

akanmendapatkan imbalan secara langsung dari pajak tersebut. 

 

Setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memenuhi kewajiban 

perpajakannya dalam bentuk penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, maka 

dari hal itu seseorang dapat disebut patuh terhadap ketentuan atau peraturan 

perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana 

wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak 

pada perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang 

pajak yang berlaku saat ini. 

. 
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Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan per 2016-20220 
 

Tahun Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan 

2016 1.249.499,50 666.212,40 

2017 1.304.316,30 646.793,50 

2018 1.472.908,00 749.977,00 

2019 1.505.088,20 772.265,70 

2020 1.371.020,60 670.379,50 

Sumber : Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Januari 2021 
 

Jika WP memiliki kepatuhan akan perpajakannya maka kontribusi yang diberikan 

pada penerimaan pajak Negara pun akan menjadi lebih maksimal, maka pengelolaan 

Negara yang dilakukan pemerintah akan sama maksimalnya. Kepatuhan wajib pajak 

sangat berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan pajak negara. Hal itu dapat 

dilihat        dari        Pendapatan        Pajak         Penghasilan         pada         tahun 

2016 sampai dengan 2020 yang terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 

2020 sempat mengalami penurunan pendapatan pajak penghasilan. 

Turunnya penerimaan pajak negara di tahun 2020 disebabkan oleh munculnya 

wabah COVID-19 di awal tahun 2020. Wabah COVID-19 ini memberikan dampak 

yang cukup besar terhadap sektor perekonomian yang dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Di Indonesia, kasus covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 02 

Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. 

Seiring berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Khususnya di daerah 

Jakarta, data yang diperoleh per tanggal 24 Oktober 2020 menyatakan bahwa ada 
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385.980 Pasien Positif, 309.219 pasien sembuh dan 13.077 dinyatakan meninggal 

dunia. 

Dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona 

membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan dan peraturan untuk menjaga 

jarak di masyarakat atau yang disebut dengan sebutan social distancing hingga 

melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai   daerah. 

Hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga 

akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan 

tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020). 

Berkurangnya penerimaan pajak disebabkan karena adanya insentif pajak yang 

diberikan pemerintah. Walaupun begitu, dengan kebijakan tersebut pelaku usaha 

merasa sangat terbantu. Insentif pajak diberikan selama enam bulan, dimulai dari 

Masa Pajak April sampai dengan Masa Pajak September 2020, dengan harapan 

perekonomian negara sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020. 

Terkait dengan diberikannya insentif pajak kepada wajib pajak maka untuk 

memperkuat landasan hukum mengenai hal tersebut, Pada   tanggal   11    Mei 

2020   pemerintah   menerbitkan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun 

2020 yang membahas tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam   Rangka    Mendukung    Kebijakan    Keuangan    Negara    Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di dalam 
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peraturan pemerintah tersebut pada bab 9 pasal 26 dijelaskan mengenai proses 

pemulihan ekonomi nasional, yang dilaksanakan dengan penyelesaian transaksi 

perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang local yaitu dengan 

memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pada tanggal 27 April 2020 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 terkait Insentif Pajak Untuk 

Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam kebijakan 

tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak 

Penghasilan atau PPh 21 kepada karyawan selama bulan April sampai dengan 

bulan September. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan 

Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan 

pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan. Setelah diterbitkannya PMK 

No 44 Tahun 2020 pemerintah melakukan penerbitan PMK No 86 Tahun 2020 

dengan tujuan yang sama yang salah satunya adalah pemberian insentif pajak, 

tetapi pada PMK No 86 Tahun 2020 ini pemerintah melakukan perpanjangan masa 

insentif dari bulan April sampai bulan Desember, serta pemerintah melakukan 

perluasan terhadap jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 yang semula dari 

846 jenis usaha menjadi 1013 jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21. Insentif 

PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria 

tertentu yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
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Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020. Pemerintah menerapkan PMK 

No.86/PMK.3/2020 untuk memberikan insentif pajak penghasilan kepada Wajib 

Pajak orang pribadi selama masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah berharap agar 

wajib pajak memaksimalkan atas pemberian insentif pajak penghasilan tersebut, 

tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 

menjadi tidak maksimal dengan adanya perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas 

yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 

21 terhadap karyawan dalam perusahaan tersebut. 

Pandemi yang belum berakhir mengharuskan pemerintah untuk memperpanjang 

pemberlakuan Insentif Pajak yang telah diberikan sebelumnya. Maka melalui PMK Nomor 

110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020 yang berisikan tentang 

ketentuan tambahan untuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang ingin tetap mendapat fasilitas, 

tidak perlu lagi mengajukan surat keterangan, tetapi cukup dengan menyampaikan laporan 

realisasinya saja tiap bulannya dan pelaporannya tidak boleh melebihi tanggal 20 pada bulan 

berikutnya dan berlakunya sampai dengan bulan Desember 2020. 

Setelah ketentuan dari PMK 110/PMK.03/2020 yang hanya berlaku hingga Masa Pajak 

Desember 2020 pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali membuat pembaharuan 

dengan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 yang berisikan tentang wajib pajak yang berdasarkan 

pada Peraturan Pemerinntah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak melaporkan laporan 

realisasinya secara tepat waktu maka wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif 

PPh Pasl 21 yang ditanggung pemerintah. Setelah PMK Nomor 09/PMK.03/2021 yang 

berlaku hanya sampai Masa Pajak Juni 2021 Pemerintah melalui Kementrian Keuangan 

Evaluasi atas Perhitungan..., Rizkia Fadia Haya, FEB UHAMKA, 2021.



6  

 

 
 

kembali membuat pembaharuan dengan Menetapkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang 

berisi tentang perpanjangan jangka waktu pemberian insentif dan memberikan perpanjangan 

waktu pemebetulan laporan realisasi untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2021 

yang paling lambat dilakukan pada 31 Oktober 2021. (www.pajak.go.id). 

 

PT. SB merupakan perusahaan yang memproduksi makanan bayi yang berdiri 

sudah hampir 10 tahun yang lalu dan masih konsisten untuk memperoduksi makanan 

bayi yang sehat dan begizi hingga saat ini. PT. SB yang mengalami penurunan 

penjualan selama masa pandemi covid-19 ini termasuk ke dalam daftar perusahaan 

yang dapat memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah sesuai PMK Nomor 

9/PMK.03/2020. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki KLU atau Klasifikasi 

Lapangan Usaha yaitu nomor 10791 yang tercatat dalam ketentuan PMK Nomor 

09/PMK.03/2021 sehingga perusahaan ini mendapat kualifikasi sebagai perusahaan 

yang bisa memanfaatkan Insentif Pajak ditanggung Pemerintah. Dalam 

pelaksanaannya ada salah satu Pegawai yang penghasilan bruto tetap jika 

disetahunkan totalnya tidak lebih dari dua ratus juta rupiah. Berdasarkan uraiandiatas, 

maka penulis terarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Mekanisme Perhitungan , Pembayaran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. SB 

Bedasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan 

Dimasa Pandemi Covid-19.” 

 

1.2 Permasalahan 

 

1.2.1 Pokok Permasalahan 
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Pokok permasalahan yang akan diindetifikasi dalam Laporan Tugas Akhir 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengajukan permohonan realisasi Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah PT. SB sesuai dengan 

ketentuan pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021? 

2. Bagaimana perhitungan, penyetoran , dan pelaporan Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah PT. SB berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021? 

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak terutang PPh 21 ditanggung Pemerintah PT. SB terhadap PMK 

Nomor 9/PMK.03/2021. 

1.2.2 Pembahasan Permasalahan 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka pembahasan 

masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang permohonan 

Wajib Pajak atas realisasi inesntif pajak PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah 

sesuai peraturan PMK Nomor9/PMK.03/2021, perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mendapatkan insentif 

PPh pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, serta evaluasi terkait 

pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang Wajib Pajak 

yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 sesuai peraturan PMK Nomor 

9/PMK.03/2021. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui cara permohonan realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 

ditanggung Pemerintah PT. SB sesuai dengan ketentuan pada PMK 

Nomor9/PMK.03/2021. 

2. Mengetahui cara perhitungan, peyetoran, dan pelaporan Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 PT. SB yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan 

pasal 21 ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan pada PMK 

9/PMK.03/2021. 

3. Untuk mengetahui evaluasi terkait pelaksanaan perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan Intensif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah 

PT. SB terhadap PMK Nomor 9/PMK.03/2021. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

 

Adapun manfaatyang diperoleh dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan 

khususnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan untuk 

Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggunng pemerintah serta 

melatih penulis agar mendapatkan kemampuan memecahkan masalah 

secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Bagi PT. SB 

Sebagai sarana dalam mendapatkan dan menciptakan ide-ide baru 

dan tanggapan untuk membantu sistem kerja yang ada di PT. SB dalam 

insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan 

tambahan referensi bagi akademik dan dikhususkan bagi mahasiswa lainnya 

yang sedang mencari informasi yang terkait mengenai evaluasi Perhitungan 

, Pembayaran, Dan Pelaporan pph Pasal 21 PT. SB Bedasarkan PMK 

Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan Dimasa 

Pandemi Covid19. 
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1.4 Metode Penulisan 

 

Untuk mempermudahkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tnjauan dari berbagai 

sumber. Berikut adalah beberapa metode dan pengamatan yang penulis lakukan, antara lain : 

 
1. Studi Lapangan 

 
Studi lapangan yang penulis lakukan dengan cara praktik langsung ke PT. SB, 

melakukan beberapa pengamatan dan wawancara kepada owner atau pemilik 

perusahaan Sukses Bersama untuk memberikan informasi serta data data yang akan 

dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

 
Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari bahan yang akan digunakan sebagai 

referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang relevan dan teraktual dari berbagai 

sumber buku dan media untuk memenuhi kajian teoritis yang diteliti oleh penulis. 

 
3. Praktik Kerja 

 
Suatu upaya dalam akademik untuk mendapatkan data-data dan pengetahuan secara 

langsung dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengikuti seluruh 

kegiatan yang ada. 

 
4. Dokumentasi 

 
Upaya yang dilakukan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan cara 

mempelajari data-data yang diberikan oleh salah satu staff administarsi dan keuangan 

yang bersumber pada kantor secara digital melalui aplikasi atau website yang telah 

tersedia. 
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